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NENGAN RAHMAT TT]HAN YANG MAHA FS,A

BLTPA TI KA BLITJATEI{ CIAI{JUR

Menimbang : bahwa daiam rangka peningkatan kel,ancaran penyelmggaraan
Pemerintahan Desa, maka sebagai pelaksaaaan BAB II Pasal95 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 1999 terrtang Pedoman Umurrr Pengaturan mengenai
Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupatm

. Cianjur tenliang Pe.nrtrentukan, Penghapusan rlan Penggabungan Desa .

Mengingat : 1. Undang-undang Iriomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
K.abupaten dalam hngk-ungan fawa Barat (Berita IrJegara Tahun
1e50);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tcntang Pemerintahan Daerah
(Lembaran lilegala Tahun L999 Nomor 68, Tanrbahan Lenrbalan
Negara Nomor 3&19)

3. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1.999 tentang
l'encabutan beberapa Peraturan Mmteri Daiam Negeri, Kepuhrsan
Menteri Dalam Negei dan Instruksi Mesrteri Dalam Negeri mengenai
Pelaksanaan Undang-undang Nomot 5 Tahun 1979 tentang
Perrrerintahan Desa;

4. Kepulusan Merrteri Dalam l.Iegeri Nr:nror 63 Tahun 1.999 ieniang
Pehrnjrik Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelwahan;

5. Keputnsal:r ..,.
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5. K-eputusan Menteri Dahm Neged Nomor 54 Tahun !.999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan ii ersetujtiai:.
Dewan Perwakilan Rak_vat Daerah Kabupaten Cianjur

MEMI'TUSKAN :

lf,-,--r-.-1--.- - TrT:Tr/tfTTT)irrT nATllf l7T T/illTTllArT:lT /-TllIrTtTTlr rT?rlTrFrll/alY'lerleiaPle'itfi : r-nfi.A r Lri\J{l\ r.-r/{El\/rn "r\ftDur.ftlI,rY \-u{rYJ uI\ r.trr\ lArY\r
PEMB E NTI-IKAN. PEN- G HAPT]SAN DA N PEN. GG ABI-IN. G AN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pa-sal L

Dalam Perafuran Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Peme'intah Da*rah adalah Bupati beserta Perar,gkat daerah Otonom

)'ang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

b. Devran Peruraldlan Ra$at Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah
Bad"an Legisiatif Daerah;

c. liemerintahan llaerah adalah penvelenggaraan l'emerintahan Daerah
Otoi:.om oleh Penrerintah Daerah dan DPRD menurut azaa
Desentralisasi;

rl. Desentralisast ad-alah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh
Pemerjntah kepacla Daerah Oionom dalam kerangka Negara Kesatuan
Ranr rlrlilr fnrl nrroci a'

^ T.,*^- TJ^,,.L^-r."^- ^l^l^L ,l^-: D^*^;-+^L l-^-^l^ T-r^^*^Lc, r rrsarD -a- clllu4llru4rr clrlfilall ycrruSaJfrll uqll l clllclttlHrr _h'€l,au4 ug.u*tt

dan Desa serta dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu
yang disertai pembia,v*aan, earana dan prasarana serta sumber daya
manusia dengan kewaliban melaporkan pelaksanaan dan memper-

-- i----1-1--.------l--.---1--- -I-----l'a il88 urrH, Ja w a uKarury a -Keftaua y ailg llrerlugaul(aru

i. Otonomi Daerah adaiah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan rnasi,arakat setempat menurtrt prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
pcrundang-undangan yang bcrlaku ;

g. Daerah....
LJ
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g. Daerah Otonom selaniutnva disebqt Daerah adalah k-esahtan
masyarakai hukum yang mempunyai baias daerah tefienfu irerwenang
mengafur dan nnengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarican aspirasi masyarakat daiam ikatan Negara
T1^--r.'-- D^*"l-liL T-'l^-^oi..l\Lg&l4gr t\Lyqv.lIs ulqvlaLJI4/

h. Pejabai yang berrn-enang adalah pejabat Perrer-rntah fi Tingkat Fusat
dan atau pejabat Pemerintah di l)aerah Ptopinsi yang, benvenang
membina tlan mengawasi pen-velenggeuaan Pemerintahaur Daerah;

i. Kecamatan adalah wilayah keria camat sebagai perangkat daerah
L-oLttr,r'r *a-r.rr\3r.r../ *ra r'r.rr.r

j. Kelurahan adalah wilayah k*ju kepala kelwahan sebagai perangkat
daerah kabupaten di bawah kecamatan;

k. Desa atau yang disebut dengan ruuna laln, selanjuhrya disebut
Desa ad,alah Kesaiuan masyaraicai Fiukum yang memiliki kewenangan
unfuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarken
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sisterr
Pcmcrintahan Nasional dan bcrada di Dacrah Kabupatcn;

1. Ka-w-asai.r Peldesaan adalah kaw-asan yang mempunirai kegiatan -atairr,a

pertanian-. termasuk pengeJolaan sumher da5ra alam.- dengan susunan
fungsi kavvasan setragai tenrpat peurui<irnan pedesaan, pelayarran jasa
nptnerinfahan- nplavanan sosial ,{an kpsiafarr pkonntni :f ---*------'----f r ----J ------- ----- -'-(t----

mVst.rqcan flot.l-^fao- rrlololt lzot.tocon rr.n- .maffifrrnrrri La-ia*aa rr*nriii,-r\iiiariDtiii i cl..r\i'iifi...ii ainiair r*runUii-il i'itfl$ .Utgff{JffffYiff .(\g6itll^iiii iflii.frlii

bukan pertanian ciengan suslrnan fungFr kawasan sebagai tempat
pemukiman perkotaan, pemusatan dan fistribusi jasa pelayanan
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

{L) Pembenfu}.an desa adalah untuk meni:rgkatkan pela;'anan nr.asyarakat
desa sesuai ciengan tingliat perkembangan pembangunan.

(?) Desa dibentuk atas prakarsa rnasyarakat dengan memperhatikan asal-
usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi
sasial hudaya rnasyarakat setempat.

n. fh-rsun ad-alah- tragran- Wilayah clalam Desa yan-g menrpal<an lingkrrngan
frl'lTr..aT-\Kella peraKsanaan refirerln[anfu] Ltesa,

TtAIl TT
Lr-f, Lt t I

PEivfBE}.ITUKAN

Bagian Kesatu

Tqiuan dan Wewenang Penrbentukan

Pasal 2

fq\ TJrrcra
\-..t 
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i3't Desa \,'nlr!e telah mencar:ai rlend''rdu!- lebih dari 1500 iirn'a arau 300\*.,v*vt.'/-"*-{}.*.-.*.*.-..*--r'.^

kepala keiuarga karena perkembangannva ciaiam biciang
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan tethadap masyarakat
r-lirasakani:<uranp clapat diiakutrian pemtrentukan desa baru dengan
cal'a ilcmcca-h.an dcngan tctap mcntcnu-hi svarat-sSiarat dalam Pasal 3
hagian kedr:a l'erafuran Daerah ini.

(4) Pembentukan clesa sehagaimana dimakqud pada ayat (1), (2) dan (3)
Pasai ini, terietrih dahuiu clisampaikan kepada Bupaii rlan seianjutnya
l<enada npRn rrnhrk rnpndanaf rrptspfiriten-'-.r '----- ----'----r -'- f --- - - -? -----'

n_-:-._tr-1..,DAtirarl r\elrua

Syarai-s1'srat ilemireniukan

l'asal 3
Iremhentukan desa terrjadi karena rremhenfukan desa baru di luar desa

Yan.g.. ieiah aria atau set'agai akibai pemecairan tiesa harus memenuld
s3.'a-ra t-s1.'arat yaih-r-:

- i,r*.].lt *on.1tt.1rt'i.' tninirtrrr't l Eflfl iitr'. alarr ?flfl Lonol. L-o-.i. 1.o1r'o-^ti. j i,iiiii'iiii i;tii-iliiiii:* iiiEiiiiui irvu jiivd diiiii .i'riu -('\Up".iidl r\ePdi6i .i.eifi-i;l-1tlA;

't- T ---.- -.,.:1 .-,--L ,,^ir-, 1-,-- -.--:'!*,-..L --^..- r---:^..-1-^-- -r^1^* --^-*1--Lr, 1ru.6l} vvll3l-vcul",Yct-rltl ltl.tD vvl.rayoll !Grrt$r ttrrjalflifkfu {.laii{Ifi. l-dllb'-i\i{

l-'embilr.lan kepada fi1fi s).arakaf

c. Scsiai br:"da3'a, Faih: suasana )'ang rnenrberikan kemungkinan adanSrs
kerukunan hidup ber:agama clan berrna$yarakat dalam hubungannya
rlo*-r- *ril nf ictiorl al'kr-4* rerr"&.t{.$9

c{. I}otensi clesa y aitu terseclian'-*'a siim.ber-sumber pendapatan desa yfi:rg
dimiliki dan dilola oleh desa;

e. Sarana- ,l-a-n prasara-na yaihr tersedia-njra- Fra-saJaJ-a d-an satara

Frerhubungan, pemasaran, sosiai, prociuksi serta prasararu dan sarana
notnor.irr*nhan

Eagian Ketiga

Nama, Batas cian Pembagian l^filayah

Fasal 4

Femben-tr-&as cLesa- sebagarm-a:ra- rtlsrak-sr-r-tl- Pasa]. 2 ayat (2) Perafur.an
iiaerah ini, haflrs disebui naln6r, luas u'iiayah, junrlah penduduk, batas
1*.'fis';*h,lesa dar{ desa ','ang terbenfu}:.

I}'T1} TTTLr-ra L, llr , . ,,,
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BAB III
KEDUDUKAN DAI{ KEtr^JENANCAN

Fasal 5

(i) Di dalam pembentukan desa harus disebutkan nama, iumlah
pendudul.-, luas n'ilayah dan batas desa yang diberrtuk.

(2) Untuk merperlancar jalannya pemerintahan desa dapat dibentuk
treberapa dusun.

(3) lumlah elusrr:r ela-larr- 1" (sah-r) d-esa minimal3 (tiga) dusun dan atau
disesuaikan riengan jumiah penduduk, luas wilayah atau jangkauan
oelaksanaan nemerintahan di rrilavah desa terselrutr --*-*-'**

Pasal 5

(1.) Kew-erlangan desa nrencakup :

a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;

b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang- ]rang
berlaku belum dilaksanakan oLeh daerah dan pemerintah;

c. Tugas penrtrantuan dari penrerinlah propinsi dan afunu penrerinlah
ka-trunatp-n.-'--- --r-----'

(2) Tugas pembantuan sebagaimana dimak-sud huruf c ayat (2) Pasal ini,
disertai dengan perrrbiayaan,, sarana dan prasarana serta sumbs tiaya
nranusia.

(3) Feneelintah desa bethak nrenolalc pelaksarnarr tugas penrbanttarr yang
tidak disertai dengan pembiaSzaan, saraila dan ptasarana serta sumber
rlaya nanusia.

BAB IV

PEN. GG ABI-INGAN DAN PENGHAPLISAN DESA

Pasal 7

(1) Desa yang karena perkembangan keadaan Hdak lagi memenuhi
syarat-syalat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini,
-li----,- -1i--l--- ----L-I- l-: --l---- - l-- --- -l--- --l-r1------- -rfiilr-ruligi(1ni(ali -rl1-iEuK stlgaD-rlrr.8 fi-errgan q.eSA $eKiEAlIl-v. a ata1l
dihapuskan.

{2) Penggabungan atau penghapusan desa diusulkan kepada Bupati oleh
kepala desa atas prakarca masyarakat setelah mendapat persetuiuan
Badan Pengakilan Desa.

(3i Lfsul . ".,
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f3i l-Isr:l k-enala desa sebagahana dimaksud ar,'at {2} Pasal tni- oleh\--l : -i!-r4 E-,

Bupaii dimintakan persetquan DPRD.

BAB V
KETEI.ITUAJ\J PEITJUTUP

Pasal I
Hal-hal lain vang trelum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaarlnya akan djatur kemudian oleh
Bupati.

Pasai 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, rnaka segala ketentuan yang
berteriiangarr d.erigari Ferafularr Daerah ir-Li dirry-aiakari tid,alc berlaliu.

f)a.ol 1flt suqr rv

Fe.ratui'an Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ag* seiiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan
Perafuran Daerah ini dengan penempatarurlra- dalam Lembaran Daerah
Kabupaien Cianjur.

T-)i*r'ler'tL'rrrr .-fi {-ierrirrr.l-,Er.s-*-r,.!a!t4r 9+ !r^EJ! j, *

parla tang.qai i3 Septemb$ ?S0S

BiiPATr KABiipATFN Cr ANJUR,

{^'nr-- I ++J\--.a{F -t LLL|-.

HARKAT HANDIAMIHARD}A

Peratr:ra-n Da-era-h iru ,J:seh-rjrri crleh Dewa-o- Perwa-k:lan F.a-k-5ra.t Da-pra&
Kabupaten Cianjur ctengan Kep'rt11s5un lriomor !? i Dp.'t7 2,/ Kep. DPRD/
')fliifl *an.rrval "l? Confornlror, ?{lflfl*^ ^* "*r

DiundallgkAll ....
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